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Abstrak

Qawaid figiyah, atau kaidah-kaidah fikih, memainkan peran penting dalam perumusan
hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan qawaid figiyah
dalam proses perumusan hukum Islam dan implikasinya terhadap perkembangan fikih
kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis literatur yang komprehensif,
penelitian ini mengeksplorasi asal-usul, perkembangan, dan aplikasi qawaid figiyah
dalam yurisprudensi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qawaid figiyah
berfungsi sebagai prinsip-prinsip umum yang memfasilitasi pemahaman dan penerapan
hukum Islam dalam berbagai konteks. Meskipun tidak dianggap sebagai sumber hukum
utama, qawaid fiqiyah berperan signifikan dalam menjembatani kesenjangan antara
teks-teks syariah dan realitas kontemporer. Penelitian ini juga mengungkapkan
tantangan dan peluang dalam penggunaan qawaid figiyah untuk menyelesaikan
masalah-masalah fikih modern, serta menekankan pentingnya pemahaman yang

Kata kunci:
Kedudukan, qawaid,
figiyah, rumusan

mendalam tentang qawaid figiyah bagi para ahli hukum Islam dan praktisi.

I. PENDAHULUAN

Dalam khazanah ilmu fikih Islam, qawaid
figiyah atau kaidah-kaidah fikih menempati posisi
yang unik dan penting (Mun’im, 2009). Sebagai
suatu disiplin ilmu yang telah berkembang selama
berabad-abad, qawaid figiyah menyediakan
kerangka konseptual yang memungkinkan para
ahli hukum Islam (fugaha) untuk memahami,
menginterpretasikan, dan menerapkan hukum
Islam dalam berbagai situasi dan konteks yang
berbeda.

Kedudukan gawaid figiyah dalam perumusan
hukum Islam menjadi topik yang menarik dan
relevan untuk dikaji, mengingat kompleksitas
permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam
di era modern ini. fugaha dalam mengambil
keputusan hukum yang konsisten dan koheren.
Sejarah perkembangan qawaid figiyah tidak dapat
dipisahkan dari evolusi fikih Islam itu sendiri
(Duhriah, 2022).

Meskipun kaidah-kaidah ini sudah ada secara
implisit sejak masa awal Islam, kodifikasi dan
sistematisasi gawaid figiyah baru mulai dilakukan
pada abad ke-4 Hijriah. Para ulama seperti Abu
Tahir ad-Dabbas, Abu Hasan al-Karkhi, dan Abu
Zaid ad-Dabusi memainkan peran penting dalam
mengumpulkan dan merumuskan kaidah kaidah
fikih. Perkembangan ini mencapai puncaknya

pada masa keemasan Islam, di mana karya-karya
monumental tentang gawaid figiyah mulai
bermunculan. Qawaid figiyah, secara bahasa,
terdiri dari dua kata: "qawaid" yang berarti dasar-
dasar atau fondasi, dan "figiyah" yang berkaitan
dengan pemahaman atau hukum Islam (Firman
Arifandi, 2019).

Secara istilah, qawaid figiyah merujuk pada
prinsip-prinsip umum yang mencakup hukum-
hukum syara’ yang bersifat praktis dalam
berbagai bab fikih (Adly et al., 2024). Kaidah-
kaidah ini berfungsi sebagai pedoman umum yang
dapat diterapkan pada berbagai kasus partikular
dalam fikih, membantu para Kedudukan gawaid
figiyah dalam struktur hukum Islam memang
bukan sebagai sumber hukum utama seperti Al-
Qur'an dan Hadits. Namun, perannya sebagai alat
bantu dalam memahami dan menerapkan hukum
Islam tidak dapat diremehkan.

Qawaid figiyah berfungsi sebagai jembatan
yang menghubungkan antara nash-nash syariah
yang bersifat umum dengan kasus-kasus spesifik
yang dihadapi umat Islam. Dalam konteks ini,
gawaid figiyah membantu para fugaha untuk
mengidentifikasi pola-pola umum dalam hukum
Islam dan menerapkannya pada situasi-situasi
baru yang mungkin belum ada presedennya pada
masa-masa sebelumnya. Salah satu aspek penting
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dari qawaid figiyah adalah kemampuannya untuk
menyederhanakan kompleksitas hukum Islam
(Adly et al., 2024).

Dengan merangkum sejumlah besar hukum-
hukum partikular ke dalam prinsip prinsip umum,
gawaid figiyah memudahkan para praktisi hukum
[slam untuk mengingat dan menerapkan hukum-
hukum tersebut. Misalnya, kaidah "al-umuru bi
magqasidiha" (segala perkara tergantung pada
niatnya) memberikan panduan umum dalam
menilai  tindakan-tindakan  manusia  dari
perspektif hukum Islam (Zaviril et al., 2025).
Dalam proses perumusan hukum, gawaid figiyah
memainkan beberapa peran kunci. Pertama, ia
berfungsi sebagai alat untuk melakukan istinbath
hukum, yaitu proses penggalian dan penarikan
kesimpulan hukum dari sumber-sumber primer.

Kedua, qawaid figiyah membantu dalam
proses tarjih, yaitu menimbang dan memilih
pendapat yang paling kuat di antara berbagai
pendapat yang ada. Ketiga, ia menjadi instrumen
untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi
masalah-masalah kontemporer yang belum ada
ketentuannya dalam nash. Namun, penggunaan
gawaid figiyah dalam perumusan hukum bukan
tanpa tantangan (Adly et al.,, 2024).

Para ulama telah memperingatkan bahwa
penerapan qawaid figiyah harus dilakukan
dengan hati-hati dan mempertimbangkan
konteks serta pengecualian-pengecualian yang
mungkin ada. Kaidah "al-adatu muhakkamah"
(adat kebiasaan dapat menjadi hukum), misalnya,
tidak dapat diterapkan secara sembarangan tanpa
mempertimbangkan apakah adat tersebut
bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
syariah atau tidak (SUSANTI, 2020). Di era
modern, kedudukan gawaid figiyah semakin
penting dalam menghadapi berbagai persoalan
kontemporer yang kompleks. Isu isu seperti
bioetika, keuangan Islam, dan  hukum
internasional memerlukan pendekatan yang
fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-
prinsip syariah.

Dalam  konteks ini, qawaid figiyah
menyediakan  kerangka  konseptual yang
memungkinkan para fugaha untuk merespons
tantangan-tantangan  baru  dengan tetap
mempertahankan koherensi dan integritas sistem
hukum Islam. Studi tentang kedudukan qawaid
figiyah dalam perumusan hukum juga membuka
peluang untuk mengkaji ulang dan memperkaya
khazanah fikih Islam. Dengan memahami logika
dan metodologi di balik qawaid figiyah, para
peneliti dan praktisi hukum Islam dapat

mengembangkan pendekatan-pendekatan baru
yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa
meninggalkan akar-akar tradisi keilmuan Islam.

Lebih jauh lagi, pemahaman yang mendalam
tentang gawaid figiyah dapat membantu dalam
upaya harmonisasi hukum Islam dengan sistem
hukum modern. Prinsip prinsip umum yang
terkandung dalam qawaid figiyah seringkali
memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip
hukum universal, seperti keadilan, kesetaraan,
dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini
membuka peluang untuk dialog yang konstruktif
antara tradisi hukum Islam dan sistem hukum
lainnya.

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, studi
tentang kedudukan qawaid figiyah menjadi
sangat relevan. Pemahaman yang baik tentang
gawaid figiyah tidak hanya membekali para
mahasiswa dengan alat analisis yang powerful,
tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis
dan sistematis dalam menghadapi persoalan-
persoalan hukum. Hal ini pada gilirannya akan
menghasilkan ahli ahli hukum Islam yang tidak
hanya menguasai aspek tekstual, tetapi juga
mampu memahami spirit dan tujuan-tujuan
syariah secara komprehensif (Kartika & Alfarisi,
2023).

Mengingat pentingnya kedudukan qawaid
figiyah dalam perumusan hukum Islam, penelitian
lebih lanjut tentang topik ini sangat diperlukan.
Kajian-kajian mendalam tentang aplikasi gawaid
figiyah dalam berbagai bidang fikih kontemporer,
analisis komparatif antara penggunaan qawaid
figiyah dalam berbagai mazhab fikih, serta
eksplorasi tentang kemungkinan pengembangan
gawaid figiyah baru yang relevan dengan konteks
modern, merupakan beberapa arah penelitian
yang menjanjikan.

Dengan  demikian, penelitian tentang
kedudukan qawaid figiyah dalam perumusan
hukum tidak hanya berkontribusi pada
pengayaan khazanah keilmuan Islam, tetapi juga
memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam
upaya menjawab tantangan tantangan hukum di
era kontemporer. Melalui pemahaman yang
mendalam tentang qawaid figiyah, diharapkan
umat Islam dapat terus mengembangkan sistem
hukum yang dinamis, adaptif, namun tetap
berpegang teguh pada prinsip-prinsip
fundamental syariah. Salah satu aspek penting
dalam memahami kedudukan qawaid fiqiyah
adalah mengenali hierarki dan Kklasifikasinya
dalam ilmu fikih.
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Para ulama telah mengklasifikasikan qawaid
figiyah ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan
cakupan dan universalitasnya. Tingkatan tertinggi
adalah al-qawaid al kulliyyah al-kubra, atau
kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum dan
mencakup seluruh aspek fikih. Lima kaidah utama
yang termasuk dalam kategori ini adalah: (1) al-
umuru bi maqasidiha (segala perkara tergantung
pada niatnya), (2) al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk
(keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan),
(3) al-masyaqqgatu tajlibu al-taysir (kesulitan
mendatangkan kemudahan), (4) al dhararu yuzal
(kemudharatan harus dihilangkan), dan (5) al-
'‘adatu  muhakkamah (adat Kkebiasaan dapat
menjadi hukum). Pemahaman mendalam tentang
kaidah-kaidah ini dan aplikasinya dalam berbagai
kasus fikih menjadi fondasi penting dalam proses
perumusan hukum Islam (al-Sadlan, 1996).

Lebih lanjut, qawaid figiyah juga memiliki
peran penting dalam menjembatani antara
magqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah)
dengan hukum-hukum partikular. Maqasid al
syariah, yang mencakup perlindungan terhadap
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seringkali
bersifat abstrak dan memerlukan instrumen
untuk menerjemahkannya ke dalam aturan-
aturan praktis. Dalam konteks ini, gawaid figiyah
berfungsi sebagai prinsip-prinsip perantara yang
membantu para fugqaha untuk merumuskan
hukum-hukum yang sejalan dengan magqasid al-
syariah. Misalnya, kaidah "al-dhararu yuzal"
(kemudharatan harus dihilangkan) memiliki
keterkaitan erat dengan tujuan syariah untuk
melindungi jiwa dan harta, dan dapat digunakan
sebagai dasar dalam merumuskan berbagai
hukum yang bertujuan untuk menghilangkan atau
meminimalisir kerugian (Washil & Azzam, 2023).

Dalam perkembangan fikih kontemporer,
gawaid figiyah juga berperan penting dalam
proses ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif.
Lembaga-lembaga fatwa dan dewan syariah di
berbagai negara Muslim seringkali menggunakan
gawaid figiyah sebagai salah satu pertimbangan
utama dalam mengeluarkan fatwa atau keputusan
hukum. Pendekatan ini memungkinkan para
ulama untuk merespons isu-isu kontemporer
dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip
dasar  syariah. Sebagai contoh, dalam
merumuskan fatwa tentang asuransi syariah, para
ulama seringkali merujuk pada kaidah "al-
ghurmu bi al-ghunmi" (risiko menyertai
keuntungan) sebagai salah satu dasar
pertimbangan. Meskipun demikian, penggunaan
gawaid figiyah dalam perumusan hukum

bukanlah proses yang sederhana dan linear
(Washil & Azzam, 2023).

Para ulama telah memperingatkan bahwa
setiap kaidah memiliki pengecualian-
pengecualian tertentu dan tidak dapat diterapkan
secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks
dan situasi khusus. Oleh karena itu, pemahaman
yang mendalam tentang gawaid figiyah juga
mencakup pengetahuan tentang batasan batasan
dan pengecualian-pengecualian dari setiap
kaidah. Hal ini menuntut para praktisi hukum
Islam untuk memiliki pemahaman yang
komprehensif tidak hanya tentang kaidah-kaidah
itu sendiri, tetapi juga tentang usul al-figh
(metodologi hukum Islam) dan sejarah
perkembangan fikih (Mun’im, 2009).

Dalam konteks globalisasi dan interkoneksi
global, kedudukan gawaid figiyah dalam
perumusan hukum Islam juga menghadapi
tantangan-tantangan baru. Interaksi antara
sistem hukum Islam dengan sistem hukum
lainnya, serta munculnya isu-isu transnasional
yang kompleks, memerlukan pendekatan yang
lebih fleksibel dan adaptif dalam penerapan
gawaid figiyah. Para ulama dan sarjana hukum
Islam kontemporer dituntut untuk mengkaji
ulang dan mereinterpretasi qawaid figiyah dalam
konteks global, tanpa kehilangan esensi dan
tujuan dasarnya. Hal ini membuka peluang untuk
dialog dan pertukaran ide antara tradisi hukum
Islam dengan tradisi hukum lainnya, yang pada
gilirannya dapat memperkaya wacana hukum
global (Firman Arifandi, 2019).

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam
memahami kedudukan qawaid figiyah adalah
perannya dalam pendidikan hukum Islam.
Pengajaran qawaid figiyah di lembaga lembaga
pendidikan Islam tidak hanya bertujuan untuk
mentransmisikan pengetahuan tentang kaidah-
kaidah tersebut, tetapi juga untuk
mengembangkan kemampuan berpikir analogis
dan sistematis dalam memahami hukum Islam.
Metode pengajaran yang inovatif, seperti
penggunaan studi kasus dan simulasi, dapat
membantu mahasiswa untuk memahami aplikasi
praktis dari qawaid figiyah dalam konteks
modern. Hal ini pada gilirannya akan
menghasilkan generasi baru ahli hukum Islam
yang mampu merespons tantangan-tantangan
kontemporer dengan tetap berpegang pada
prinsip-prinsip fundamental syariah.

Lebih jauh lagi, studi tentang kedudukan
gawaid figiyah dalam perumusan hukum juga
membuka peluang untuk mengkaji hubungan
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antara hukum Islam dengan disiplin-disiplin ilmu
lainnya. Misalnya, dalam konteks ekonomi Islam,
gawaid figiyah seperti "al kharaju bi al-dhaman"
(keuntungan menyertai tanggungan) memiliki
implikasi penting dalam pengembangan produk-
produk keuangan syariah. Demikian pula, dalam
bidang bioetika, kaidah "al-dharuratu tubihu al-
mahdzurat" (keadaan darurat membolehkan hal-
hal yang dilarang) dapat menjadi pertimbangan
penting dalam merumuskan hukum terkaitisu-isu
medis yang kompleks. Pendekatan interdisipliner
semacam ini tidak hanya memperkaya
pemahaman tentang gawaid fiqiyah, tetapi juga
membuka peluang untuk inovasi dalam berbagai
bidang yang bersinggungan dengan hukum Islam
(Nurjamil, 2024).

Dalam era digital dan teknologi informasi,
kedudukan qawaid figiyah juga menghadapi
tantangan dan peluang baru. Di satu sisi,
kemudahan akses terhadap sumber-sumber
digital tentang qawaid figiyah membuka peluang
untuk penyebaran dan pengkajian yang lebih luas.
Di sisi lain, kompleksitas isu isu yang muncul dari
perkembangan teknologi, seperti kecerdasan
buatan, blockchain, dan big data, memerlukan
reinterpretasi dan aplikasi gawaid figiyah dalam
konteks yang sama sekali baru. Hal ini menuntut
para ulama dan peneliti untuk terus
mengembangkan pemahaman mereka tentang
teknologi sambil tetap menjaga integritas dan
relevansi qawaid figiyah dalam merespons
tantangan-tantangan baru tersebut.

Akhirnya, studi tentang kedudukan qawaid
figiyah dalam perumusan hukum juga memiliki
implikasi penting dalam upaya pembaruan dan
reformasi hukum Islam. Dengan memahami
logika dan metodologi di balik gqawaid figiyah,
para reformis hukum I[slam dapat
mengembangkan pendekatan pendekatan baru
yang lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat modern, tanpa kehilangan akar-akar
tradisi keilmuan Islam. Hal ini dapat membantu
dalam menjembatani kesenjangan antara hukum
Islam klasik dengan realitas kontemporer, serta
memperkuat relevansi hukum Islam dalam
menghadapi tantangan-tantangan global abad ke-
21.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang "Kedudukan Qawaid
Figiyah dalam Perumusan Hukum" menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode analisis
deskriptif (Darmalaksana, 2020). Metode ini
dipilih untuk memahami secara komprehensif

peran gawaid figiyah dalam perumusan hukum
Islam. Data utama diperoleh dari literatur klasik
dan kontemporer, termasuk Kkitab-kitab seperti
Al-Ashbah wa al-Nazha'irkarya Imam al-Suyuti
dan Al-Qawa'id al-Fighiyyah karya Imam al-
Nadwi, serta jurnal akademik, tesis, dan buku-
buku modern terkait gawaid figiyah.

Teknik pengumpulan data meliputi studi
kepustakaan dan analisis dokumen terhadap
fatwa-fatwa kontemporer, keputusan lembaga
fikih, serta produk hukum Islam modern. Selain
itu, wawancara mendalam dengan akademisi,
anggota dewan syariah, dan praktisi hukum Islam
dilakukan secara  semi-terstruktur  untuk
mengeksplorasi aplikasi praktis qawaid figiyah
(Darmalaksana, 2020).

Analisis data dilakukan dengan metode
analisis konten dan tematik. Data dikategorisasi
dan dikoding berdasarkan tema utama, direduksi
untuk fokus pada informasi signifikan, lalu
disajikan dalam bentuk narasi deskriptif atau
diagram. Validasi dilakukan melalui triangulasi
sumber data, diskusi dengan rekan sejawat, serta
member checking untuk memastikan akurasi
interpretasi.

Tantangan metodologis mencakup
keterbatasan akses terhadap sumber klasik,
perbedaan mazhab dalam fikih, serta dinamika

perkembangan isu-isu kontemporer. Etika
penelitian dijaga melalui informed consent,
perlindungan identitas narasumber, serta

kepatuhan terhadap standar akademik dalam
sitasi dan interpretasi data. Penelitian ini tidak
bertujuan memberikan jawaban preskriptif,
melainkan  pemahaman lebih  mendalam
mengenai kompleksitas penggunaan gawaid
figiyah dalam hukum Islam kontemporer, serta
menjadi dasar bagi diskusi dan penelitian lebih
lanjut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang kedudukan qawaid fiqiyah
dalam  perumusan hukum Islam telah
menghasilkan beberapa temuan penting yang
memberikan wawasan mendalam tentang peran
dan signifikansi qawaid figiyah dalam konteks
hukum Islam kontemporer. Hasil hasil ini
diperoleh melalui analisis mendalam terhadap
literatur klasik dan kontemporer, serta
wawancara dengan para ahli di bidang hukum
Islam.

Pertama, penelitian ini mengungkapkan
bahwa qawaid figiyah memainkan peran yang
sangat penting sebagai alat bantu dalam proses
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istinbath hukum. Analisis terhadap fatwa-fatwa
kontemporer dari berbagai lembaga fatwa
internasional menunjukkan bahwa lebih dari 70%
fatwa yang dikeluarkan merujuk pada setidaknya
satu kaidah fikih dalam proses penarikan
kesimpulan hukum (Siswanto, 2021). Hal ini
menunjukkan bahwa gawaid figiyah bukan hanya
konsep teoretis, tetapi merupakan instrumen
praktis yang secara aktif digunakan dalam
perumusan hukum Islam kontemporer.

Kaidah-kaidah seperti "al dhararu yuzal"
(kemudharatan harus dihilangkan) dan "al-
masyaqqgatu tajlibu al taysir" (kesulitan
mendatangkan kemudahan) menjadi rujukan
paling sering dalam menangani isu-isu
kontemporer yang kompleks, terutama dalam
bidang kedokteran dan keuangan Islam (Pane et
al.,, 2024).

Kedua, penelitian ini menemukan adanya
evolusi dalam penggunaan dan interpretasi
gawaid figiyah. Analisis komparatif antara
literatur klasik dan kontemporer menunjukkan
bahwa meskipun prinsip prinsip dasar qawaid

figiyah  tetap  konsisten, aplikasi  dan
interpretasinya  telah  berkembang  untuk
mengakomodasi realitas modern. Misalnya,

kaidah "al-adatu muhakkamah" (adat kebiasaan
dapat menjadi hukum) kini tidak hanya
diterapkan pada konteks lokal, tetapi juga
digunakan untuk memahami dan merespons
norma-norma global dan  praktik-praktik
internasional dalam bidang seperti perbankan
dan perdagangan internasional (SUSANTI, 2020).
Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan
adaptabilitas qawaid figiyah dalam menghadapi
perubahan zaman.

Ketiga, hasil wawancara dengan para ahli
hukum Islam mengungkapkan adanya konsensus
bahwa qawaid figiyah berperan penting dalam
menjembatani kesenjangan antara teks-teks
syariah yang bersifat terbatas dengan realitas
modern yang terus berkembang. Para responden
menekankan bahwa gawaid figiyah
memungkinkan para fugaha untuk melakukan
ijtihad yang lebih sistematis dan konsisten dalam
menghadapi isu-isu kontemporer yang tidak
memiliki preseden langsung dalam sumber-
sumber primer hukum Islam. Namun, mereka
juga memperingatkan tentang pentingnya kehati
hatian dalam penerapan qgawaid fiqiyah,
mengingat setiap kaidah memiliki pengecualian
dan batasan tertentu.

Keempat, penelitian ini mengidentifikasi
adanya hierarki dalam penggunaan qgawaid

figiyah. Analisis terhadap keputusan keputusan
hukum dari berbagai mazhab fikih menunjukkan
bahwa lima kaidah kulliyah (kaidah-kaidah
universal) menduduki posisi tertinggi dalam
hierarki dan paling sering dijadikan rujukan.
Kaidah-kaidah ini adalah: (1) al-umuru bi
magqasidiha, (2) al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk, (3)
al-masyaqqatu tajlibu al-taysir, (4) al-dhararu
yuzal, dan (5) al-adatu muhakkamah. Temuan ini
menegaskan pentingnya pemahaman mendalam
terhadap kaidah-kaidah ini bagi para praktisi
hukum Islam (Zaviril et al., 2025).

Kelima, penelitian ini mengungkapkan adanya
tantangan dalam penerapan qawaid figiyah di era
digital. Analisis terhadap fatwa-fatwa terkait
teknologi informasi dan transaksi elektronik
menunjukkan bahwa para fuqaha sering
mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan
gawaid figiyah tradisional pada isu-isu yang
sangat teknis dan baru. Hal ini menunjukkan
perlunya pengembangan dan reformulasi qawaid
figiyah yang lebih relevan dengan konteks digital,
atau setidaknya perlunya reinterpretasi kaidah
kaidah yang ada untuk mengakomodasi realitas
teknologi modern.

Keenam, hasil penelitian menunjukkan bahwa
gawaid figiyah memiliki peran penting dalam
proses harmonisasi hukum Islam dengan sistem
hukum modern. Analisis terhadap undang-
undang di beberapa negara Muslim menunjukkan
bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam
gawaid figiyah sering kali memiliki keselarasan
dengan prinsip-prinsip hukum universal.
Misalnya, kaidah "la dharara wa la dhirara" (tidak
boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain)
memiliki resonansi dengan prinsip-prinsip
hukum lingkungan modern (Alamudi et al., 2024).
Temuan ini membuka peluang untuk dialog yang
lebih konstruktif antara hukum Islam dan sistem
hukum sekuler.

Ketujuh, penelitian ini menemukan adanya
variasi dalam penggunaan gawaid figiyah antar
mazhab fikih. Meskipun terdapat konsensus
umum tentang validitas dan pentingnya qawaid
figiyah, analisis komparatif menunjukkan bahwa
setiap mazhab memiliki penekanan dan
interpretasi yang sedikit berbeda terhadap
kaidah-kaidah tertentu. Hal ini menegaskan
pentingnya memahami konteks mazhab dalam
mengkaji dan menerapkan qawaid fiqgiyah,
terutama dalam konteks global di mana pengikut
berbagai mazhab hidup berdampingan.

Kedelapan, hasil penelitian menunjukkan
bahwa gawaid figiyah memiliki potensi signifikan
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dalam pengembangan hukum Islam yang lebih
responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti
hak asasi manusia, kesetaraan gender,
lingkungan. Analisis dan terhadap pelestarian
literatur kontemporer dan wawancara dengan
para ahli mengungkapkan bahwa reinterpretasi
gawaid figiyah dalam terang maqasid al syariah
(tujuan-tujuan syariah) dapat membuka jalan
bagi formulasi hukum Islam yang lebih inklusif
dan universal (Kartika & Alfarisi, 2023).

Kesembilan, penelitian ini mengidentifikasi
adanya kesenjangan dalam pendidikan gawaid
figiyah di lembaga-lembaga pendidikan Islam.
Survei terhadap kurikulum di beberapa
universitas Islam terkemuka menunjukkan
bahwa meskipun qawaid figiyah diajarkan
sebagai mata kuliah terpisah, integrasi dan
aplikasi praktisnya dalam mata kuliah fikih
lainnya masih terbatas. Hal ini menunjukkan
perlunya reformasi dalam metode pengajaran
gawaid figiyah untuk memastikan bahwa para
mahasiswa tidak hanya memahami teorinya,
tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam
konteks praktis.

Terakhir, penelitian ini mengungkapkan
potensi gawaid figiyah sebagai alat untuk
memfasilitasi ijtihad kolektif (ijtthad jama'i)
dalam menghadapi isu-isu global yang kompleks.
Analisis terhadap prosiding konferensi fikih
internasional menunjukkan bahwa qawaid
figiyah sering kali menjadi titik temu antara para
ulama dari berbagai latar belakang mazhab dan
geografis dalam mencapai konsensus tentang isu-
isu kontroversial. Temuan ini menegaskan peran
strategis qawaid figiyah dalam mempromosikan
unifikasi dan koherensi dalam hukum Islam di
tingkat global (Firman Arifandi, 2019).

A. Signifikansi Qawaid Fiqiyah dalam
Istinbath Hukum Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gqawaid
figiyah memainkan peran yang sangat signifikan
dalam proses istinbath hukum kontemporer.
Temuan bahwa lebih dari 70% fatwa
kontemporer merujuk pada setidaknya satu
kaidah fikih mengindikasikan bahwa qawaid
figiyah bukan sekadar konsep teoretis, melainkan
instrumen praktis yang aktif digunakan dalam
perumusan hukum Islam (Siswanto, 2021). Hal ini
menegaskan posisi gawaid figiyah sebagai salah
satu  metodologi utama dalam ijtihad
kontemporer, terutama dalam menghadapi isu-
isu baru yang tidak memiliki preseden langsung
dalam sumber-sumber primer hukum Islam.

Signifikansi qawaid fiqiyah dalam istinbath
hukum kontemporer dapat dijelaskan melalui
beberapa faktor. Pertama, qawaid figiyah
menyediakan  kerangka  konseptual yang
memungkinkan para fugaha untuk menganalisis
isu-isu baru secara sistematis dan konsisten.

Kedua, gawaid figiyah membantu dalam
proses generalisasi hukum, memungkinkan
penerapan prinsip-prinsip umum pada Kkasus-
kasus partikular. Ketiga, qawaid figiyah berfungsi
sebagai jembatan antara maqasid al-syariah
(tujuan-tujuan syariah) dengan hukum-hukum
detail, memastikan bahwa ijtihad kontemporer
tetap sejalan dengan spirit dan tujuan
fundamental syariah. Namun, penggunaan gawaid
figiyah dalam istinbath hukum kontemporer juga
menimbulkan beberapa tantangan. Salah satunya
adalah risiko oversimplifikasi masalah kompleks
melalui penerapan kaidah secara kaku (Kartika &
Alfarisi, 2023).

Para fugaha perlu memahami bahwa setiap
kaidah memiliki pengecualian dan batasan, dan
penerapannya harus mempertimbangkan
konteks spesifik dari setiap kasus. Selain itu, ada
kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme
yang lebih sistematis dalam menentukan prioritas
antara kaidah-kaidah yang mungkin bertentangan
dalam kasus-kasus tertentu.

Meskipun demikian, signifikansi gawaid
figiyah dalam istinbath hukum kontemporer tidak
dapat diabaikan. Qawaid fiqiyah memberikan
fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi
dinamika masyarakat modern, sambil tetap
menjaga koherensi dan konsistensi dalam sistem
hukum Islam. Ke depan, pengembangan dan
reinterpretasi gawaid figiyah untuk
mengakomodasi realitas kontemporer akan
menjadi kunci dalam mempertahankan relevansi
dan efektivitasnya sebagai instrumen istinbath
hukum.

B. Evolusi dan Adaptasi Qawaid Fiqiyah
dalam Konteks Modern
Penelitian ini mengungkapkan adanya evolusi

yang signifikan dalam penggunaan dan
interpretasi gawaid figiyah untuk
mengakomodasi realitas modern. Meskipun

prinsip-prinsip dasar qawaid fiqiyah tetap
konsisten, aplikasi dan interpretasinya telah
berkembang untuk merespons tantangan
tantangan kontemporer. Contoh yang mencolok
adalah perluasan interpretasi kaidah "al-adatu
muhakkamah" (adat kebiasaan dapat menjadi
hukum) yang kini tidak hanya diterapkan pada
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konteks lokal, tetapi juga digunakan untuk
memahami dan merespons norma-norma global
dan praktik praktik internasional dalam bidang
seperti perbankan dan perdagangan internasional
(SUSANTI, 2020).

Evolusi ini mencerminkan fleksibilitas inheren
dalam sistem hukum Islam dan kemampuannya
untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.
Namun, proses adaptasi ini juga menimbulkan
pertanyaan-pertanyaan penting tentang batas-
batas fleksibilitas dan bagaimana
mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariah
integritas dalam menghadapi tekanan
modernisasi.

Para ulama kontemporer menghadapi
tantangan untuk menemukan keseimbangan
antara kebutuhan wuntuk beradaptasi dan
kewajiban untuk mempertahankan esensi ajaran
[slam. Salah satu area di mana evolusi gawaid
figiyah paling terlihat adalah dalam merespons
perkembangan  teknologi. Isu-isu  seperti
transaksi elektronik, kecerdasan buatan, dan
bioteknologi memerlukan reinterpretasi dan
bahkan formulasi baru dari gqawaid figiyah.
Misalnya, prinsip "al-kitabu kal-khitab" (tulisan
setara dengan ucapan) kini diperluas untuk
mencakup komunikasi digital dan tanda tangan
elektronik (Alamudi et al., 2024).

Demikian pula, kaidah "al-dhararu yuzal"
(kemudharatan  harus  dihilangkan)  kini
diterapkan dalam konteks keamanan siber dan
perlindungan data pribadi (Pane et al, 2024).
Adaptasi gawaid figiyah dalam konteks modern
juga melibatkan dialog yang lebih intensif dengan
disiplin ilmu lain. Interaksi dengan ilmu-ilmu
sosial, sains, dan teknologi memperkaya
pemahaman dan aplikasi qawaid figiyah.
Misalnya, dalam isu-isu bioetika, qawaid figiyah
kini diterapkan dengan mempertimbangkan
temuan-temuan ilmiah terbaru. Hal ini
menunjukkan bahwa evolusi gawaid figiyah tidak
hanya tentang reinterpretasi, tetapi juga tentang
integrasi pengetahuan lintas disiplin untuk
mencapai pemahaman yang lebih komprehensif
dan relevan.

C. Qawaid Fiqiyah sebagai Jembatan antara
Teks dan Realitas

Temuan penelitian yang menunjukkan
konsensus di antara para ahli hukum Islam
tentang peran qawaid figiyah  dalam
menjembatani kesenjangan antara teks-teks
syariah dan realitas modern menegaskan fungsi
vital qawaid figiyah dalam sistem hukum Islam

kontemporer. Qawaid figiyah berfungsi sebagai
prinsip-prinsip perantara yang memungkinkan
para fugaha untuk mengekstrapolasi hukum dari
sumber sumber primer ke situasi-situasi baru
yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-
Qur'an atau Hadits (Kartika & Alfarisi, 2023).
Peran penjembatan ini sangat penting
mengingat keterbatasan teks-teks syariah dalam

menghadapi  kompleksitas dan  dinamika
masyarakat modern. Qawaid figiyah
menyediakan  kerangka  konseptual yang

memungkinkan para fugaha untuk melakukan
ijtihad yang lebih sistematis dan konsisten.
Misalnya, dalam menghadapi isu-isu bioetika
seperti kloning atau modifikasi genetik, qawaid
figiyah seperti "al-aslu fi al-ashya' al ibahah"
(hukum asal segala sesuatu adalah boleh) dan "la
dharara wa la dhirara" (tidak boleh
membahayakan diri sendiri dan orang lain)
menjadi titik awal untuk analisis hukum (Firman
Arifandi, 2019). Namun, peran penjembatan ini
juga menimbulkan tantangan metodologis.

Para fugaha harus berhati-hati untuk tidak
terjebak dalam penalaran yang terlalu abstrak
atau terlepas dari spirit teks-teks primer. Oleh
karena itu, penggunaan qawaid figiyah dalam
menjembatani teks dan realitas harus selalu
disertai dengan pemahaman mendalam tentang
magqasid al-syariah dan konteks historis dari teks-
teks syariah. Hal ini hanya memastikan bahwa
ijjtihad yang dihasilkan tidak relevan dengan
realitas kontemporer, tetapi juga tetap setia pada
prinsip-prinsip fundamental Islam.

Lebih jauh lagi, peran penjembatan gawaid
figiyah membuka peluang untuk dialog yang lebih
konstruktif antara hukum Islam dan sistem
hukum modern. Prinsip-prinsip yang terkandung
dalam gawaid figiyah seringkali memiliki
resonansi dengan  prinsip-prinsip hukum
universal, membuka jalan untuk harmonisasi dan
saling pengertian antara tradisi hukum yang
berbeda. Ini menjadi sangat relevan dalam
konteks global di mana interaksi antara berbagai
sistem hukum semakin intensif.

D. Tantangan dan Peluang Qawaid Fiqiyah di

Era Digital

Penelitian ini mengungkapkan adanya
tantangan signifikan dalam penerapan qawaid
figiyah di era digital. Kesulitan yang dihadapi para
fugaha dalam mengaplikasikan kaidah kaidah
tradisional pada isu-isu teknologi yang sangat
teknis dan baru menunjukkan adanya
kesenjangan antara formulasi klasik gawaid
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figiyah dan realitas digital kontemporer.
Tantangan ini menjadi semakin mendesak
mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan
semakin banyaknya aspek kehidupan yang
terdigitalisasi (al-Sadlan, 1996).

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana
menginterpretasikan konsep-konsep tradisional
seperti kepemilikan, privasi, dan transaksi dalam
konteks digital. Misalnya, bagaimana menerapkan
kaidah "al-kharaju bi al-dhaman" (keuntungan
menyertai tanggungan) (Nurjamil, 2024) dalam
konteks ekonomi berbagi (sharing economy) atau
cryptocurrency? Atau bagaimana
mengaplikasikan prinsip "la dharara wa la
dhirara" dalam konteks keamanan siber dan
perlindungan data? Tantangan-tantangan ini
memerlukan tidak hanya reinterpretasi qawaid
figiyah yang ada, tetapi juga mungkin formulasi
kaidah-kaidah baru yang lebih relevan dengan era
digital.

Namun, di balik tantangan-tantangan tersebut,
terdapat peluang besar untuk pengembangan dan
revitalisasi qawaid figiyah. Era digital membuka
kemungkinan untuk mengakses dan menganalisis
sumber sumber hukum Islam secara lebih
komprehensif dan cepat melalui teknologi big
data dan kecerdasan buatan. Hal ini dapat
memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam
tentang pola-pola dan prinsip prinsip umum
dalam hukum Islam, yang pada gilirannya dapat
memperkaya formulasi qawaid figiyah (Mun’im,
2009).

Lebih jauh lagi, era digital juga membuka
peluang untuk diseminasi dan diskusi global
tentang qawaid figiyah. Platform digital
memungkinkan para ulama dan sarjana dari
berbagai belahan dunia untuk berkolaborasi
dalam mengembangkan dan mengaplikasikan
gawaid figiyah untuk isu-isu kontemporer. Hal ini
dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan
relevansi qawaid figiyah dalam konteks global.
Namun, untuk memanfaatkan peluang-peluang
ini, diperlukan wupaya sistematis untuk
meningkatkan literasi digital di kalangan para
fugaha dan mengintegrasikan pemahaman
teknologi dalam pendidikan hukum Islam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Kedudukan qawaid figiyah dalam perumusan
hukum Islam sangat penting sebagai alat bantu
ijtihad yang memungkinkan fleksibilitas dan
adaptabilitas hukum tanpa mengorbankan
prinsip syariat. Kaidah-kaidah ini membantu para

mujtahid dalam memahami maqashid syariah,
mengidentifikasi kesamaan kasus hukum, serta
menerapkan analogi (giyas) untuk menghasilkan
keputusan hukum yang relevan dengan
perkembangan zaman.

Meskipun memiliki peran signifikan, qawaid
figiyah bukan sumber hukum utama seperti Al-
Qur’an dan Hadits, melainkan hasil ijtihad para
ulama berdasarkan pemahaman mendalam
terhadap nash syariat. Oleh karena itu,
penerapannya harus memperhatikan hierarki
hukum Islam dan tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan yang lebih kuat.

Selain menyederhanakan dan mengorganisir
pemahaman fikih, qawaid figiyah juga menjaga
konsistensi hukum Islam, mencegah kontradiksi
dalam putusan hukum, serta mempertahankan
integritas hukum Islam di tengah tantangan
modernitas. Dengan pemahaman yang tepat,
gawaid figiyah dapat terus menjadi instrumen
efektif dalam pengembangan dan penerapan
hukum Islam, memastikan bahwa hukum tetap
relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
tanpa mengabaikan prinsip fundamental syariat.

B. Saran

Untuk memperkuat peran qawaid figiyah
dalam hukum Islam, lembaga pendidikan perlu
memperdalam kurikulumnya dengan metode
interaktif berbasis kasus. Penelitian akademis
harus ditingkatkan untuk menilai relevansinya

dalam konteks modern. Praktisi hukum
memerlukan pelatihan khusus guna
meningkatkan  kualitas  putusan  hukum.

Kodifikasi dan pembaruan gawaid figiyah harus
dilakukan melalui ijtihad kolektif. Pemanfaatan
teknologi, seperti database digital dan kecerdasan
buatan, dapat memperluas akses. Sosialisasi
publik melalui media sosial, webinar, dan
publikasi populer penting untuk meningkatkan
pemahaman serta penerimaan masyarakat
terhadap hukum Islam di era modern.
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